BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 36 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa hal yang belum
jelas diatur di dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karangasem khususnya dalam proses administrasi keuangan
PPK — BLUD maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor
13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat |l dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentané Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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156. Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor
13) khususnya pada Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 17
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pengeluaran kas yang bersumber dari pendapatan operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 untuk pengesahannya setiap 3 (tiga) bulan dimintakan
penerbitan surat penyediaan dana (SPD) kepada Bupati melalui pejabat PPKD.

(2) Surat penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
sesuai dengan perencanaan anggaran (PA).

(3) Pengeluaran kas yang bersumber dari APBD/APBN mekanismenya mengikuti
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam masa transisi proses pembentukan PPK-BLUD, maka proses
administrasi keuangan sebelum PPK-BLUD dalam tahun anggaran berkenan
dapat disesuaikan kedalam mekanisme PPK-BLUD.



=3/ Lyl
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI KARANGASEM,
-
L_I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS RAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAI—‘ SUDARSA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 36



